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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Dalam era globalisasi saat ini, Indonesia telah sukses mendorong sumber 

daya ekonomi bergerak aktif dan agresif untuk memperlebar sayap domestiknya, 

salah satunya adalah dalam hal usaha bisnis ritel. Perkembangan bisnis ritel  di 

Indonesia akhir-akhir ini sudah semakin besar lonjakannya terutama pada bisnis 

ritel modern yang mempunyai beberapa jenis variasi. Hal ini dipengaruhi dengan 

terbukanya lahan pasar yang lebih luas, semakin banyak perusahaan jasa yang 

menjadi pemasok produk-produk keperitel, dan adanya bantuan dari pemerintah 

untuk membantu pertumbuhan perekonomian dalam bisnis ritel, sebagaimana 

dijelaskan Berman dan Evans bahwa retailing consists of the business activities 

involved in selling goods and services to consumers for their personal, family, or 

household use. Bisnis retail meliputi penjualan produk dan jasa kepada konsumen 

akhir, meskipun tidak jarang dijumpai konsumen pada bisnis retail menjual 

kembali produk yang dibeli.1 

Perkembangan perekonomian nasional saat ini dihadapkan kepada dampak 

krisis ekonomi global, namun bisnis ritel modern di Indonesia tidak terkendala 

bahkan masih menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Kasmiruddin membuktikan bahwa potensi pasar di Indonesia 

 

 
1Berman, Barry and Joel R. Evans dalam Jurnal Persaingan Usaha, 2001, Retail 

Management: A Strategic Approach, Upper Saddle River: Pretice Hall Intl., Inc,  hlm. 101 
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masih cukup besar dan menguatnya usaha kelas menengah dan kecil, telah 

menambah banyaknya kelompok masyarakat berpenghasilan menengah atas yang 

memiliki gaya hidup belanja di ritel modern.2 

Ritel merupakan mata rantai yang penting dalam proses distribusi barang dan 

merupakan mata rantai terakhir dalam suatu proses distribusi. Melalui ritel, suatu 

produk dapat bertemu langsung dengan penggunanya. Industri ritel di sini 

didefinisikan sebagai industri yang menjual produk dan jasa pelayanan yang telah 

diberi nilai tambah untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, kelompok, atau 

pemakai akhir. Produk yang dijual kebanyakan adalah pemenuhan dari kebutuhan 

rumah tangga termasuk sembilan bahan pokok.3 

Industri ritel di Indonesia memberikan kontribusi yang besar terhadap Produk 

Domestik Bruto (PDB) dan juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. 

Sebagai negara yang membangun, angka pertumbuhan industri ritel di Indonesia 

dipengaruhi oleh kekuatan daya beli masyarakat, pertambahan jumlah penduduk, 

dan juga adanya kebutuhan masyarakat akan pemenuhan produk konsumsi.4 

Pada umumnya usaha ritel tertuju kepada penjualan barang sehari-hari yang 

dibagi dalam dua jenis, yaitu usaha ritel tradisional dan usaha ritel modern. Usaha 

ritel tradisional biasanya bersifat sederhana, tempat berbelanja tidak terlalu luas, 

barang yang dijual tidak terlalu banyak variasinya, sistem pengelolaan yang masih 

sederhana, tidak ada kenyamanan berbelanja dan masih ada proses negosiasi  

 

 
2Kasmiruddin, Analisis Strategi Bersaing Bisnis Eceran Besar (Modern) (Kasus 

Persaingan Bisnis Ritel di Pekanbaru), Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol. 3, No. 1, 2012, hlm. 2. 
3 Euis Soliha, 2008, Analisis Industri Ritel Di Indonesia, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), 

Vol. 15, No.2, hlm. 128 
4Ibid., hlm. 129 
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dalam penjualan harga produk  dengan  pedagang, serta produk yang dijual tidak 

ditampilkan secara terbuka sehingga pelanggan tidak mengetahui apakah peritel 

mempunyai  barang yang dicari pelanggan atau tidak. Sedangkan usaha ritel 

modern  adalah sebaliknya, menawarkan tempat  berbelanja yang luas, barang 

yang dijual banyak variasinya, sistem manajemen terkelola dengan baik, 

menawarkan kenyamanan dalam berbelanja, harga jual sudah tetap sehingga tidak 

adanya proses negosiasi dan adanya sistem pelayanan mandiri, serta pemajangan 

produk pada rak terbuka sehingga pelanggan bisa  melihat, memilih produk 

sebelum memutuskan untuk membeli produk tersebut. 

Pusat perbelanjaan tidak hanya sebagai tempat untuk membeli produk atau 

jasa tetapi dapat juga sebagai tempat untuk melihat-lihat, tempat bersenang 

senang, tempat rekreasi, tempat yang dapat menimbulkan rangsangan yang 

mendorong orang untuk membeli, tempat bersantai dan bersosialisasi. Kegiatan 

berbelanja merupakan aktivitas manusia sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya dan hampir setiap manusia dalam masyarakat melakukannya. Di pasar 

tradisional kegiatan yang dilakukan hanya sekedar transaksi jual beli barang saja, 

namun tidak memperhatikan keamanan dan kenyamanan pengunjung sehingga 

kegiatan berbelanja di pasar-pasar tradisional membuat konsumen merasa tidak 

nyaman, jenuh dan bosan.5 

Pusat perbelanjaan juga mengalami perkembangan sejalan dengan kemajuan 

di bidang teknologi. Pusat perbelanjaan saat ini telah berevolusi dari asalnya 

 

 
5
Arif Hadi, T. Zulham, 2017, Pengaruh Berdirinya Pusat Perbelanjaan Modern Terhadap 

Sosial Ekonomi dan Perilaku Masyarakat Banda Aceh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi 
Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah Vol.2 No.1 Februari : 42- 49 
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sebagai pusat konsumsi beralih menjadi aspirasi dan gaya hidup konsumen, bukan 

hanya sebatas tempat untuk melakukan pembelian produk saja, akan tetapi telah 

berubah fungsi menjadi tempat rekreasi yang menarik, menyenangkan, aman, 

nyaman, dan dapat dipercaya.6 Pembangunan pusat perbelanjaan modern 

dianggap memberikan dampak positif bagi kota terutama jika dilihat dari sudut 

pandang ekonomi, di samping itu juga dianggap berkontribusi bagi perkembangan 

kota. Namun beberapa dampak negatif juga dihasilkan dari pembangunan ini 

seperti kemacetan lalu lintas.7 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pusat perbelanjaan yang dalam 

kategorinya termasuk perusahaan ritel juga mengalami kemajuan  pesat seiring 

dengan berkembangnya Kota Padang menjadi kota yang lebih maju. Hal ini dapat 

dilihat dari tabel 1 yang menunjukkan beberapa perusahaan ritel yang ada di Kota 

Padang sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. 

Tabel 1 

Peningkatan Perusahaan Ritel Di Kota Padang Tahun 2018-2020 

 

 
6 Lynda, Wee Keng Neo, dan Tong Kok Wing; 2005, “ 4 Langkah Penting Dalam 

Manajemen Pusat Perbelanjaan Asia ”, PT Bhuana Ilmu Populer,Jakarta,  hlm. 143 
7 Ishnanto. O, 2010, Mall Surga Tanpa Tuhan Ruang Tanpa Waktu, Jaring Pena,Surabaya,  

hlm. 1 

No Nama Perusahaan 2018 2019 2020 Objek Izin 

1 Toko 81 V     
Toko Keperluan Sehari-hari 
(Sembako) 

2 CV. Meer Retailindo Utama V     

Perdagangan Eceran 
Berbagai Macam Barang 
yang Utamanya Bukan 
Makanan, Minuman atau 
Tembakau 

3 CV. X-Mart Retail Indonesia V     

Perdagangan Eceran 
Berbagai Macam Barang 
yang Utamanya Makanan, 
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 Dari tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa, perusahaan ritel yang ada di Kota 

Padang Pada tahun 2018 hanya terdapat 5 (lima) perusahaan ritel modern, 

kemudian bertambah pada tahun 2019 sebanyak 8 (delapan) perusahaan ritel, dan 

pada tahun 2020 perusahaan ritel mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 

dengan tambahan hanya 2 (dua) perusahaan ritel di Kota Padang. Hal ini 

Minuman atau Tembakau 

4 Toko Citra Thamrin V     

Perdagangan Eceran 
Berbagai Macam Barang 
yang Utamanya Makanan, 
Minuman atau Tembakau 

5 Citra Swalayan V 

Perdagangan Eceran 
Berbagai Macam Barang 
yang Utamanya Makanan, 
Minuman atau Tembakau 

6 Mm Aura    v   

Perdagangan Eceran 
Berbagai Macam Barang 
yang Utamanya Makanan, 
Minuman atau Tembakau 

7 Kedai Wulan   v   
Toko Keperluan Sehari-hari 
(Sembako) 

8 PO. Gocha – Gocha   v   

Perdagangan Eceran 
Berbagai Macam Barang 
yang Utamanya Makanan, 
Minuman atau Tembakau 

9 Citra Pengambiran   v 
Toko Keperluan Sehari-hari 
(Sembako) 

10 Toko Soni   v  

Perdagangan Eceran 
Berbagai Macam Barang 
yang Utamanya Makanan, 
Minuman atau Tembakau 

11 CV. Sahabat Jaya Sejahtera   v  

Perdagangan Eceran 
Berbagai Macam Barang 
yang Utamanya Makanan, 
Minuman atau Tembakau 

12 Budiman   v  v 

Perdagangan Eceran 
Berbagai Macam Barang 
yang Utamanya Makanan, 
Minuman atau Tembakau 

13 UD. Asnita     v 
Toko Keperluan Sehari-hari 
(Sembako) 

14 UD. Riyera   v  
Toko Keperluan Sehari-hari 
(Sembako) 

Sumber : Dinas DPMPTSP Kota Padang Tahun 2020 
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menunjukkan bahwa perusahaan ritel memiliki daya tarik tersendiri bagi 

pengusaha untuk melakukan usaha bisnis ritel. 

 Daerah Kota Padang saat ini mengalami perkembangan dalam hal 

pembangunan dan saat ini juga telah memiliki pusat perbelanjaan baru yaitu 

Transmart yang dibuka pada awal tahun 2017. Hal ini berdampak positif bagi 

pertumbuhan perekonomian di Kota Padang antara lain mengurangi angka 

pengangguran dan membuka peluang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). 

Namun letak Transmart yang berada di jalur utama Kota Padang, di area Jalan 

Khatib Sulaiman Kecamatan Padang Utara, menimbulkan beberapa permasalahan 

yang muncul terkait dengan letak lokasi pusat perbelanjaan tersebut, salah satunya 

adalah jalan yang semakin ramai oleh kendaraan bermotor, terutama saat libur  

hari sabtu dan minggu. Padatnya arus lalu lintas kendaaraan bermotor dikarenakan 

jalan yang tidak terlalu lebar sehingga kemacetan sering terjadi karena banyaknya 

kendaraan bermotor yang keluar masuk ke Transmart dan banyaknya pengendara 

kendaraan yang memarkirkan kendaraannya pada tepi Jalan Khatib Sulaiman 

tersebut. 

 Dengan perkembangan aktivitas bisnis yang demikian maju, tentu 

membutuhkan perangkat hukum yang responsif sesuai dengan perubahan yang 

ada. Salah satu komponen perangkat hukum yang sangat penting adalah 

perundang-undangan. Dalam konteks preventif, keberadaan perundang-undangan 

dituntut mampu berada pada posisi beberapa langkah di depan, sehingga sebelum 

terjadi fenomena yang membutuhkan rujukan, perangkat tersebut telah siap untuk 
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menjadi pedoman atas fenomena tersebut.8 Berkaitan dengan hal ini, maka 

pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang 

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 

Pasal 4 yang menjelaskan bahwa : 

1. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar 

Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang 

bersangkutan. 

2. Memperhatikan jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang 

telah ada sebelumnya. 

3. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) 

unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m2 (enam puluh meter persegi) 

luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern. 

4. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko 

Modern yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang 

nyaman. 

Selanjutnya pendirian pusat perbelanjaan di daerah juga harus mengacu pada 

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), termasuk Kota 

Padang  yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030, Pasal 69 ayat (2) 

menjelaskan bahwa: 

1. Kawasan perdagangan dan jasa dengan skala regional yang sudah tumbuh 
kembang di pusat kota yang meliputi Kecamatan Padang Barat, 
Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Padang Selatan dan Kecamatan 
Padang Timur. 

2. Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dengan skala 
pelayanan regional di Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah. 

3. Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dengan skala 
pelayanan regional di Bandar Buat. 
 

 

 
8
Danang  Sunyoto dan Wika Harisa Putri,2016, Hukum Bisnis, Pustaka Yustisia, 

Yogyakarta, hlm. 3 
 



UNIVERSITAS BUNG HATTA

8 
 

Dari ketentuan tersebut jelas bahwa, secara normatif pemerintah daerah telah 

mengatur dengan tegas mengenai penataan pusat perbelanjaan termasuk 

pengembangan kawasan perdagangan dan jasa. Namun faktanya pembangunan 

pusat perbelanjaan Transmart telah dibangun pada kawasan pelayanan lokal atau 

lingkungan di dalam kota/ perkotaan. Dimana dalam Peraturan Daerah Nomor 3 

Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Tahun 

2010-2030 Pasal 70 ayat (3) juga menjelaskan bahwa perkantoran pemerintah 

provinsi dikembangkan pada lokasi yang sudah berkembang saat ini yaitu di 

koridor Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Khatib Sulaiman. Disamping itu 

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan 

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dimana Pasal 5 ayat (2) 

huruf b juga menjelaskan bahwa hypermarket dan pusat perbelanjaan tidak boleh 

berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/ perkotaan.  

Dari uraian di atas, mengingat hal ini penting untuk dikaji, maka penulis 

tertarik untuk meneliti  mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 

Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kota Padang 

Tahun 2010-2030 Terhadap Pusat Perbelanjaan Transmart Padang 

B. Rumusan Permasalahan 

 Dari uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Tahun 2010-2030 

terhadap pusat perbelanjaan Transmart Padang? 
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2. Apakah pendirian pusat perbelanjaan Transmart Padang bertentangan 

dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RT/RW) Kota Padang Tahun 2010-2030? 

3. Usaha-usaha apa sajakah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam 

menangani perusahaan ritel di Kota Padang untuk masa akan datang ? 

C. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kota Padang Tahun 2010-

2030 terhadap pusat perbelanjaan Transmart Padang. 

2. Untuk menganalisis Pendirian pusat perebelanjaan Transmart Padang 

bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kota Padang Tahun 2010-2030. 

3. Untuk menganalisis usaha-usaha yang dilakukan pemerintah daerah dalam 

menangani perusahaan ritel di Kota Padang untuk masa akan datang. 

D. Manfaat Penelitian  

1.  Manfaat Teoritis 

  Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu 

hukum, khususnya hukum perdata dan hukum bisnis. Melalui penelitian ini 

juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk 

kajian mengenai penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kota Padang Tahun 2010-2030 

bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang 
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Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko 

Modern terhadap perusahaan ritel di Kota Padang. 

 2.  Manfaat Praktis 

  Diharapkan hasil penelitian ini dijadikan sebagai bahan pengambilan 

kebijakan bagi Pemerintahan Daerah Kota Padang sehubungan dalam 

merancang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kota Padang untuk masa 

akan datang dan pedoman bagi masyarakat untuk mengetahui Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW). 

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara 

hukum, oleh sebab itu dalam melaksanakan fungsi pemerintahannya 

membutuhkan suatu perangkat penegak hukum yang disertai dengan 

peraturan perundang-undangan yang memadai, karena penegakan hukum 

yang disertai dengan peraturan perundang-undangan merupakan wujud 

hukum yang nyata bagi masyarakat, sebab hukum berfungsi sebagai 

perlindungan manusia. 

 Penegakan hukum  merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan 

konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat bisa menjadi kenyataan. 

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.9 

 

 
9 Dellyana Shant, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Liberty,Yogyakarta, hlm.  32 
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Menurut Soerjono Soekanto, faktor faktor yang memengaruhi penegakan 

hukum adalah :10 

a. Faktor hukum 
Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi 
pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh 
konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, 
sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah 
ditentukan secara normatif. 

b. Faktor penegakan hukum 
Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum 
memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas 
petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci 
keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian 
penegak hukum. 

c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung 
Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan 
perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. 

d. Faktor masyarakat 
Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai 
kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok 
sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul 
adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, 
sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat 
terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum 
yang bersangkutan. 

e. Faktor kebudayaan  
Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering 
membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, 
mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu 
mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, 
berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan 
orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok 
tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus 
dilakukan, dan apa yang dilarang. 

Berbicara mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 

2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kota Padang Tahun 

2010-2030 bertentangan dengan Perpres Nomor 112 Tahun 2007 Tentang 

 

 
10Soerjono Soekanto, 2004, Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum, 

Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42 
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Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko 

Modern, maka diperlukan teori-teori sosiologi hukum. Pemaparan berkaitan 

dengan teori sosiologi hukum ini dikaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi di 

dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain teori sosiologi hukum bersifat 

komprehensif yang memberikan penjelasan terhadap suatu fakta-fakta yang 

terjadi di dalam kehidupan masyarakat, salah satu tokohnya adalah Lawrence 

M. Friedman sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo bahwa dalam sistem 

hukum, hukum tidak layak hanya dibicarakan dari segi struktur dan 

substansinya saja, melainkan juga dari segi kulturnya.11 

Lebih lanjut menurut Lon Fuller dalam bukunya The Morality of Law 

mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila 

tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum. 

Kedelapan asas tersebut adalah sebagai beirkut :12 

1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak 
berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu. 

2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik. 
3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem. 
4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum. 
5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan. 
6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa 

dilakukan. 
7) Tidak boleh sering diubah-ubah. 
8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari. 

Pemahaman tentang hukum bukan saja bagaimana memahami dan 

menilai baik atau tidak secara tertulis saja, tetapi juga dilihat dari bagaimana 

hukum itu bekerja dan bagaimana implementasinya. Sehubungan dengan ini 

 

 
11 Lawrence M. Friedman dalam Satjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, hlm. 154 
12 Lon Fuller, The Morality of Law, New Haven, Conn: Yale University Press, hlm. 54-58 
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Robert Seidman dalam teori tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat 

menjelaskan sebagai berikut :13 

a. Setiap peraturan hukum itu memberitahukan mengenai bagaimana 
seseorang pemegang peranan (role occupant) itu diharapkan untuk 
bertindak. 

b. Bagaimana seorang pemegang peranan itu akan bertindak sebagai suatu 
respons terhadap peraturan hukum yang merupakan fungsi peraturan-
peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksinya, aktifitas dari lembaga 
pelaksana, serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-
lain mengenai dirinya. 

c. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana akan bertindak sebagain respons 
terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum 
yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks 
kekuatan-kekuatan sosial, politik, dan lain-lain mengenai diri mereka serta 
umpan balik yang datang dari pemegang peran. 

d. Bagaimana para pembuat undang-undang akan bertindak merupakan 
fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-
sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, dan 
lain-lain mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari 
pemegang peran. 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa, setiap anggota masyarakat 

sebagai pemegang peran ditentukan tingkah lakunya oleh peranan yang 

diharapkan padanya baik oleh norma-norma hukum maupun oleh kekuatan-

kekuatan di luar hukum. Teori ini akan didayagunakan untuk melakukan 

analisis terhadap pembentukan hukum, dan sekaligus juga untuk melakukan 

analisis terhadap implementasi hukum. Menurut teori ini, pembentukan 

hukum dan implementasinya tidak akan lepas dari pengaruh kekuatan-

kekuatan sosial dan personal. Oleh karena dalam studi ini termasuk ke dalam 

penelitian yuridis-sosiologis, tentu tidak terlepas dari anasir-anasir teori 

sosiologi hukum itu sendiri. Untuk itu dari berbagai teori sosiologi hukum 

 

 
13Rommy Hanitjio Soemitro, 1984, Masalah-Masalah Sosiologi Hukum, Sinar Baru, 

Bandung, hlm. 28 
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yang telah diuraikan di atas, maka teori sosiologi hukum yang dipakai sebagai 

pisau analisisnya adalah teori dari Robert Seidman tentang bekerjanya hukum 

dalam masyarakat. 

 2. Kerangka Konseptual 

 Dalam rangka mengetahui dan memahami makna, maksud serta 

substansi dalam penelitian ini secara proposional, maka dibutuhkan 

pengkajian terhadap berbagai konsep tentang Implementasi Peraturan Daerah 

Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kota 

Padang Tahun 2010-2030 terhadap Perusahaan Ritel (Studi Kasus Transmart 

Padang). yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Implementasi 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan 

implementasi diartikan sebagai sebuah pelaksanaan atau penerapan 

kurikulum yang telah dirancang atau didesain dan dijalankan secara 

keseluruhan.14Menurut Ripley dan Franklin bahwa implementasi adalah 

apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan 

otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis 

keluaran yang nyata (tangible output). Istilah implementasi menunjuk pada 

sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-

tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat 

pemerintah.15 

 
 

 
14 Tim Penyusun  Kamus Pusat Bahasa, 2008,  Pusat Bahasa, Jakarta,  hlm. 548 
15 Budi Winarno, 2012, Kebijakan Publik, Media Presindo, Yogyakarta, hlm. 148 
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b. Peraturan Daerah 

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala 

daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, 

dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi 

legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah. Peraturan daerah 

merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki 

oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan 

penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah.16 

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah 

peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah. 

c. Rencana Tata Ruang Wilayah 

Menurut D.A. Tisna Admidjaja, yang dimaksud dengan ruang 

adalah wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang 

merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan 

kehidupannya dalam suatu kualitas kehidupan yang layak. Tata ruang 

adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan 

pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang 

 

 
16 Maria Farida Indrati S, 2007, Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7, Yokyakart : Kanisius, 

hlm. 202. 
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berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang 

secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.17 

Di dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (disingkat UUPR). Pengertian wilayah dalam Pasal 1 butir 17 

UUPR adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta 

segenapnya unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan 

aspek administartif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan pengertian tata 

ruang  dalam Pasal 1 butir 2 UUPR adalah wujud struktural dan pola 

ruang. Struktur ruang dalam Pasal 1 butir 3 UUPR adalah susunan pusat-

pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang 

berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang 

secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan pola ruang 

dalam Pasal 1 butir 4 adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu 

wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan 

peruntukan ruang fungsi budi daya. 

d. Ritel 

Ritel adalah semua usaha bisnis yang mengarahkan secara langsung 

kemampuan pemasarannya untuk memuaskan konsumen akhir 

berdasarkan organisasi penjualan barang dan jasa sebagai inti dari 

distribusi.18 Kata Ritel berasal dari bahasa perancis yaitu ‘retailler’. Ritel 

juga diartikan sebagai eceran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

 

 
17 D.A Tiasnaadmidjaja dalam Asep Warlan Yusuf, Pranata Pembangunan, Bandung: 

Universitas Parahiayang, 1997, hlm. 6 
18 Gilbert, David. 2003. Retail Marketing Management. Second Edition. London: Prentice 

Hal, http://e-journal.unair.ac.id,diakses  tanggal  1 November 2017, hlm. 1 



UNIVERSITAS BUNG HATTA

17 
 

dijelaskan bahwa eceran adalah secara satu-satu; sedikit-sedikit (tentang 

penjualan atau pembelian barang); ketengan.19 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif yaitu sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati atau dapat 

juga didefinisikan sebagai tradisi tertentu dalam ilmu sosial yang secara 

fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam wawasannya 

sendiri dan berhubungan dengan orang-orang dalam bahasanya dan dalam 

peristilahannya.20 

2. Metode Pendekatan 

 Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis-sosiologis (socio legal approach) yaitu suatu studi yang meninjau 

hukum sebagai fakta sosial yang bisa tersimak dalam pengalaman sebagai 

pola perilaku dalam wujud pranata sosial atau institusi sosial, kajian 

hukum yang mengkonsepkan dan menteorikan hukum sebagai gejala 

sosial yang positif dan empiris.21 

3. Lokasi Penelitian 

 

 
19 Dikutip dalam http://kbbi.kata.web.id//eceran, diakses  tanggal  1 November  2017 
20 Sudarman Danim, 2002, Menjadi Peneliti Kualitatif,  Pustaka Setia, Bandung, hlm. 40. 
21

Soetandyo Wingnjosoebroto, 2007, Hukum, Paradigma, Metode Penelitian, Dinamika 
Masalah, Elsam & Huma, Jakarta, hlm. 183 
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 Lokasi penelitian dilakukan pada pusat perbelanjaan Transmart, 

dengan pertimbangan bahwa dari beberapa perusahaan ritel modern yang 

ada di Kota Padang, pusat perbelanjaan Transmart merupakan perusahaan 

ritel modern terbesar yang ada di Kota Padang. 

4. Jenis Data 

  Jenis data yang digunakan penulis di dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan/ 

masyarakat dengan melakukan wawancara kepada informan yang 

mempunyai keterkaitan dengan pokok bahasan yaitu Walikota Padang, 

Pegawai Bappeda Kota Padang dan General Manager Transmart. 

b. Data Sekunder yaitu data tambahan atau data pendukung yang memiliki 

kekuatan mengikat ke dalam, yang diperoleh dari bahan-bahan hukum 

berupa catatan, dokumen, laporan dan sumber-sumber lain. Adapun 

data sekunder yang dipakai adalah sebagai berikut : 

1) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan 

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. 

2) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor  4 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Tahun 2010–

2030 

5. Instrumen Penelitian  

  Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri yang bertindak sebagai 

perencana, pelaksana dalam pengumpulan data, melakukan analisis, 
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menafsirkan data, dan menyusun laporan penelitian. Pada langkah 

berikutnya berusaha mencatat dan mewawancarai informan yang berkaitan 

dengan perusahaan ritel dan Transmart. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

  Berdasarkan tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam peneltian ini adalah sebagai berikut: 

a. Studi Dokumen  

Dokumen adalah setiap bahan yang tertulis baik yang dipersiapkan 

untuk penelitian, pengujian suatu peristiwa atau record, berupa laporan, 

arsip, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini 

b. Wawancara Mendalam 

Dalam wawancara mendalam (Indepth interview) diberikan kesempatan 

secara terbuka dan diberikan kebebasan kepada informan untuk 

berbicara secara luas dan mendalam sepanjang yang relevan dengan 

objek penelitian ini. 

7. Pengolahan Data dan Analisis Data 

  Setelah pengumpulan data dilakukan yang meliputi data sekunder 

dan data primer, maka data yang diperoleh kemudian dipilih dan 

dikelompokkan sesuai dengan fenomena yang diteliti, dan digunakan 

analisis secara kualitatif deskriptif, dimana data yang terkumpul dalam 

bentuk transkrip interview dan catatan di lapangan dianalisis secara 

deskriptif untuk menghasilkan suatu simpulan dalam penulisan ini. 

 


